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ABSTRAK

Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah
Bireuen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor
181/Pdt.G/2018/MS-Bir)” dalam penelitian ini mengkaji tentang kepastian
hukum mengenai ketentuan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam harus
diperoleh agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum
dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat pula menjadi pedoman bagi para
Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian dengan alasan
murtad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan
analisis data deskriptif analisis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), dengan menggunakan pengamatan langsung,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu: Ketentuan hukum dengan
murtad sebagai alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 116 huruf
(h) Kompilasi Hukum Islam, haruslah memenuhi ketiga unsur yang harus
diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, kepastian,
keadilan dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya pertimbangan hakim menerapkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon/penggugat telah dapat
dikwalifikasikan kedalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian
gugatan pemohon/penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in
sughra pemohon/penggugat terhadap termohon/tergugat telah beralasan
menurut hukum.

Kata Kunci: Murtad, Perceraian, Putusan Hakim, Mahkamah Syar’iyah

PENDAHULUAN

Agama yang sama antara suami istri telah diharuskan oleh syar’i, karena
merupakan landasan membangun kebahagiaan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warohmah. Akan tetapi adakalanya salah seorang dari suami atau istri
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kemudian pindah agama (murtad) dalam masa perkawinan. Murtad! adalah salah
satu alasan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, baik oleh pihak suami
terhadap istrinya melalui permohonan, maupun oleh pihak istri terhadap
suaminya melalui gugatan.

Pasal 116 huruf h KHI menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena
alasan: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga” .2

Ketentuan di atas merumuskan batasan bahwa peralihan agama (murtad)
yang dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama hanya dapat diajukan
oleh suami atau istri jika peralihan agama (murtad) tersebut menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya pembatasan alasan dalam ketentuan Pasal 116 huruf h KHI ini
sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah, jika ketentuan ini dibandingkan
dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI. Pasal 2 KHI merumuskan istilah
perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”3

Sedangkan ketentuan Pasal 3 KHI menegaskan mengenai tujuan
perkawinan, sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”4

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI secara jelas mengharuskan suami istri
memeluk agama yang sama pada waktu perkawinan dan selama suami istri
terikat perkawinan, tetapi Pasal 116 huruf h menegaskan bahwa murtad tidak
dapat menjadi alasan perceraian jika rumah tangga mereka tetap rukun dan
harmonis setelah murtadnya suami atau istri. Ketentuan-ketentuan hukum yang
seolah-olah tidak sejalan ini tentu saja sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mencari kepastian hukum dalam
ketentuan hukum materil di bidang hukum perkawinan. Dalam Negara Hukum
Republik Indonesia, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam
hukum materil merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha
mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan, tertib, dan salah
satu wujud kepastian hukum itu haruslah mengenai aspek kehidupan keluarga
sebagai basis kehidupan masyarakat. Hukum dan keadilan harus ditegakkan
dengan baik dalam peri kehidupan masyarakat, dan kepastian hukum merupakan
suatu syarat utama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kepastian hukum
mengenai ketentuan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam harus diperoleh
agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam
melakukan perbuatan hukum dan dapat pula menjadi pedoman bagi para Hakim

1Ahmad Azhar Basyir, dkk, Ikhtisar Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bagian
Penerbitan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1982), h. 25.

2Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
huruf h.

3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

4Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.
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Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian dengan alasan murtad
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian hukum
mengenai murtad sebagai alasan perceraian yang diatur di dalam ketentuan
Kompilasi Hukum Islam.

METODEPENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan Field Reseach, yaitu
suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan
pada objek penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh benar-benar
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data di lapangan
penulis Observasi yaitu melakukan pengamatan secara sistematis fenomena dan
gejala-gejala subyek yang di selidiki.> Maka dalam karya ilmiah ini penulis
melakukan pengamataan secara langsung terhadap Putusan Hakim Mahkamah
Syar’iyah Bireuen dan mengamati secara langsung bentuk-bentuk kegiatan
instansi tersebut dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait
dengan murtad sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah syar’iyah

Bireuen Nomor 181/Pdt.G/2018/MS-Bir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para hakim di Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada umumnya dalam
memberikan putusan mengambil dasar hukum pada Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden
No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.®

Terhadap gugatan Pemohon/Penggugat baik yang diakui oleh
Termohon/Tergugat maupun yang dibantah, karena perkara aquo mengenai
perceraian maka kepada Pemohon/Penggugat tetap dibebankan untuk
membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e).

Alat bukti (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan
mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon/Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah.

Apabila kesaksian yang diberikan oleh minimal dua orang saksi
Pemohon/Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran
langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-
saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu

SWinarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 251.
6 Muhammad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Wawancara Pribadi, Bireuen,
18 Februari 2019.
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kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian.

Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan
salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun.

Majelis Hakim berpendapat Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan,
bahwa antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah tidak ada lagi
ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menunjukkan
tidak adanya keinginan dari Pemohon/Penggugat untuk menerima
Termohon/Tergugat lagi, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini
justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnyakarena
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling
mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4)
Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam
al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

P i 2z s = s L0 g2 - % ) % A - z
S5 3 0y B 8558 S sy ) ST gl St 2 ST gl o i e
. éj’riuu /':: fj—zj g,éfj

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.

Kemudian = Apabila  berpisahnya  Pemohon/Penggugat  dengan
Termohon/Tergugat memang merupakan sebuah kerusakan (mafsadah) bagi
kehidupan rumah tangga Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat.
Akan tetapi, bila perkawinan mereka tetap dipertahankan, juga merupakan
sebuah  kerusakan  (mafsadah). = Karena,  didalam  rumah  tangga
Pemohon/Penggugat dengan  Termohon/Tergugattidak terwujud lagi
keharmonisan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dikarenakan dalam
rumah tangga Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat selalu terjadi
perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bila
dua mafsadah (kerusakan) saling berhadapan, maka solusi hukumnya adalah
melihat mafsadah (kerusakan) mana yang lebih sedikit akibat bahaya yang
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ditimbulkan dari keduanya. Hal ini, sesuai dengan kaedah figh yang berbunyi:
e s sl GG OBl o, 1)

Artinya: “Bila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah/kerusakan, maka jalan
keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang
ditimbulkan dari keduanya”.

Selainitu, bila Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat disatukan
kembali dan kemudian menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana
biasanya memang ada kemaslahatan di dalamnya karena dapat menjaga
mempertahan kankeutuhan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga baik
dari pihak Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat. Menurut ajaran
Islam, walaupun ada kemaslahatan tetapi juga disitu ada mafsadah (kerusakan),
maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.
Hal ini, sesuai dengan kaedah figh yang berbunyi:

Flall Ll e siedulill 35

Artinya: “Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis
Hakim  berkesimpulan = bahwa  alasan  perceraian yang  diajukan
Pemohon/Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud penjelasan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, dengan demikian gugatan Pemohon/Penggugat agar Majelis Hakim
menjatuhkan  talak satu  ba’insughra Pemohon/Penggugat terhadap
Termohon/Tergugat telah beralasan menurut hukum.

Dengan beralasannya gugatan Pemohon/Penggugat, maka berdasarkan
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
gugatan Pemohon/Penggugat patut dikabulkan.”

Adapun murtad menurut teori hukum antar tata hukum belum
mempunyai dampak yuridis jika tidak disertai dengan adanya suatu perpindahan
sosial dari mereka yang murtad itu. Artinya, orang yang pindah agama itu benar-
benar telah meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajiban-
kewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agamanya yang baru dan benar-
benar melaksanakan ajaran agama yang baru itu. Peralihan agama bukan sekedar
persoalan pribadi dan persoalan keagamaan, tetapi harus merupakan peralihan
sosial yuridis agar mempunyai akibat hukum di bidang status sosial seseorang.?

Yang dimaksud dengan murtad dalam kaitannya dengan perceraian
berdasarkan hukum positif di Indonesia, adalah murtad yang dilakukan dengan
resmi, dengan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan kepastian hukum. Hal ini

"Wawancara langsung dengan Bukhari, (Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen tanggal 21
Maret 2019).

8A. Mukthie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia, (Malang: Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), h. 17.
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sesuai dengan Surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9
yang menyatakan bahwa murtad itu harus terbukti di hadapan sidang Pengadilan
Agama.’ Dan murtad yang dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga akibat dari
murtad tersebut perkawinan tidak mungkin dapat berjalan dengan langgeng.10

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, segala macam bentuk
perceraian, termasuk perceraian dengan alasan murtad, harus melalui proses
pengadilan dan perceraian baru sah  setelah mendapat keputusan dari
Pengadilan. Bahkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan
bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad
tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Inilah
yang menjadi inti yang membedakan antara fasakhnya (batal) perkawinan akibat
murtad menurut hukum Islam dengan perceraian dengan alasan murtad menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, Pengadilan tidak berwenang untuk
memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) apabila tidak
terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum
Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal).
Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan
sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan
memutuskannya.

Berdasarkan kedua dalil ini dapatlah dipahami alasan perumusan redaksi
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan
perceraian di pengadilan, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas
bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada alasan “telah terjadinya
peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan”, tetapi secara
terikat digantungkan pula kepada syarat “terjadinya ketidakrukunan dalam
rumah tangga akibat murtad tersebut”.

Artinya, alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi
2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam

perkawinan, yaitu suami atau istri;

2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama

(murtad) tersebut.

Kualifikasi ini mengandung konsekuensi hukum bahwa peralihan agama
(murtad) oleh satu pihak dalam perkawinan yang tidak mengakibatkan
ketidakrukunan dalam rumah tangga, tidaklah dapat menjadi alasan perceraian.
Jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri murtad, maka pihak yang

“Notosusanto, Peradilan Agama di Jawa dan Madura, (Yogyakarta: t.p., 1953), h.7. Lihat juga,
Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, terj. H. Zaini Ahmad Nubh, (Jakarta: Intermasa,
1980), h. 125.

Al Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin),
(Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, tt.), h. 175.
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tetap beragama Islam tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan
tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, ketentuan
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam haruslah dibaca sebagai berikut:
“Murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, hanyalah jika
kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk
ketidakrukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian”.

Bukan hanya murtadnya suami atau istri yang harus dibuktikan di
Pengadilan. Ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut harus
pula dibuktikan di Pengadilan oleh pihak yang mengajukan tuntutan perceraian.

Pembuktian ketidakrukunan dalam rumah tangga para pihak berperkara
harus dinilai Majelis Hakim di Pengadilan dengan terlebih dahulu menentukan
kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh
pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai
berikut :

a. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.

b. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara
perceraian, Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berpekara dengan
cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan
rumah tangga.

c. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk
umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara
permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara
intensif pada setiap persidangan.

d. Selain usaha mendamaikan yang dilakukan hakim di persidangan, kedua
belah pihak juga harus menjalani proses mediasi yang dibantu oleh
mediator.

e. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara
berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat
dan penggugat dipersidangan, pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dan
pembacaan putusan.

f. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh
hakim selama proses persidangan berlangsung, jika para pihak yang
berperkara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila terlihat nyata
dalam sikap para pihak rumah tangga mereka masih rukun, maka majelis
hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat
dijadikan alasan perceraian.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan
kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa mengenai
ketidakrukunan tersebut, baik berupa perselisihan dan pertengkaran terus
menerus maupun berupa ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Fakta
dan peristiwa tersebut harus dibuktikan dengan saksi saksi dan alat bukti yang
diajukan para pihak.

Ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama,
akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya, yaitu
perbedaan agama akibat murtad yang menimbulkan perbedaan dan perselisihan
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antara suami dan istri. Murtadnya suami atau istri tersebut haruslah merupakan
fakta dan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga
menyebabkan keretakan rumah tangga dan keadaan tersebut tidak dapat
dipulihkan kembali.

Jika murtadnya suami atau istri tersebut dapat dimaklumi oleh istri atau
suaminya, atau jika suami istri secara bersama-sama dapat mengatur rumah
tangga dengan baik dan rukun, maka tidak ada masalah dalam rumah tangga,
dan karenanya perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan perceraian,
karena perkawinan antara suami isteri dapat dipulihkan kembali.l!

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi
kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini
dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap
perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut. Kompilasi
Hukum Islam sebagai produk Islam, seharusnya disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam hukum Islam, baik mengenai perkawinannya maupun
terhadap tata cara perceraiannya. Terhadap Kompilasi Hukum Islam, seharusnya
memuat pasal mengenai pembatalan perkawinan karena murtad. Sehingga ketika
ada suami atau istri yang keluar dari agama Islam (murtad), pihak-pihak yang
terkait termasuk suami, istri, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah,
pejabat pemerintahan (Pegawai Pencatat Nikah) dan juga Tokoh agama dapat
mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu Kompilasi
Hukum Islam juga harus memberi penegasan terhadap perceraian karena murtad.
Karena perceraian karena murtad berbeda dengan perceraian karena talak.
Perceraian karena murtad harus diceraikan secara fasakh. Fasakh ini tidak
mengurangi jumlah talak yang ada dalam kendali suami, sehingga walaupun
pernikahan telah difasakh sebanyak 3 (tiga) kali, ketika suami dan istri telah
kembali lagi kepada agama Islam, bekas suami masih boleh menikah lagi dengan
bekas istri tanpa adanya muhallil. Sedangkan perceraian karena talak mengurangi
jumlah talak yang ada dalam kendali suami, dan jika talak telah dijatuhkan 3
(tiga) kali, maka bekas suami tidak boleh lagi menikahi istrinya kecuali bekas istri
tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan
suami istri.

PENUTUP

Ketentuan hukum dengan murtad sebagai alasan perceraian sebagaimana
termaktub dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, haruslah
memenuhi ketiga unsur tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
Namun, dalam hal ini Penulis melihat bahwa ketentuan yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam tidak memenubhi ketiga unsur tersebut, kepastian hukum
cenderung terabaikan, khusus mengenai Pasal 116 Huruf (h) kaitannya dengan isi

HUWawancara langsung dengan Abdullah, (Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen tanggal 14
Maret 2019).
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pasal-pasal lain dalam aturan ini.

Pertim bangan Hukum yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir Tentang Murtad Sebagai Alasan
Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen yaitu sesuai dengan maksud dan
tujuan gugatan Pemohon/Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan
Pemohon/Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud penjelasan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, dengan demikian gugatan Pemohon/Penggugat agar Majelis Hakim
menjatuhkan talak satuba’in sughra Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan
menurut hukum.
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